
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1026, 2019 KEMENKOMINFO. Urusan Pemerintahan 

Konkuren. Bidang Komunikasi dan Informatika. 
Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952);  
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

KONKUREN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.  

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan 

kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat 

Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

6. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang 

di tengah masyarakat yang berkaitan dengan 

kepentingan warga negara. 

7. Isu Prioritas adalah Isu Publik yang muncul dalam 

frekuensi yang tinggi, berkembang cepat, dan terus-

menerus. 

8. Isu Terindikasi Krisis adalah Isu Prioritas yang berpotensi 

memunculkan krisis atau berpotensi terhadap 

penurunan reputasi, citra Pemerintah Daerah, dan/atau 

meresahkan masyarakat. 

9. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang 

digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya 

disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah. 

11. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID 

utama. 

12. Sekretariat Komisi Informasi di daerah adalah pelaksana 

yang memberi dukungan administratif, keuangan, dan 

tata kelola kepada komisi informasi di daerah. 

13. Ajudikasi Non Litigasi adalah proses penyelesaian 

sengketa Informasi Publik antara para pihak yang 
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diputus oleh komisi informasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik 

antara para pihak melalui bantuan mediator komisi 

informasi. 

15. Sumber Daya Komunikasi Publik adalah setiap orang yang 

mengelola informasi dan komunikasi publik.  

16. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk 

menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya 

untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan 

pengolahan data. 

17. Pusat Data Nasional adalah Pusat Data yang memiliki 

peran melayani keperluan nasional dan keperluan yang 

bersifat strategis. 

18. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 

Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

di tingkat pusat dan daerah dan Instansi lain yang 

dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 

19. Pusat Data Instansi adalah Pusat Data yang digunakan 

oleh Instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

20. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang 

digunakan untuk memulihkan kembali data atau 

informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik 

yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang 

disebabkan oleh alam atau manusia. 

21. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik. 

22. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem 

Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan 

Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi 

lainnya. 


